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RINGKASAN 

Krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan pertambangan ilegal 

mengancam hak dasar manusia. Hal ini memicu lahirnya paradigma Konstitusi Hijau (Green 

Constitution), yang menggeser kedaulatan rakyat (democracy) menuju kedaulatan lingkungan 

(ecocracy), di mana alam dipandang sebagai subjek hukum.  Di Indonesia, prinsip ini diadopsi 

melalui Amandemen Keempat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Namun, 

terdapat ketimpangan (gap) antara das Sollen (norma konstitusi hijau) dan das Sein (realitas di 

lapangan), seperti kasus lubang tambang di Samarinda yang menelan korban jiwa akibat fungsi 

pengawasan negara yang dinilai lumpuh. Guna mencari terobosan hukum acara yang progresif, 

penelitian ini membandingkan mekanisme penegakan hukum lingkungan berbasis konstitusi hijau 

di Indonesia dan Filipina. Adapun Rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip Konstitusi Hijau dalam Sistem Penegakan Hukum 

Lingkungan?  

2. Apa Mekanisme Perbandingan Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Konstitusi 

Hijau Antara Konstitusi Indonesia dan Filipina?  

Penelitian ini dibangun di atas tiga pilar teori utama: Pertama, Teori Konstitusionalisme Hijau 

(Green Constitutionalism): Menempatkan perlindungan ekosistem pada hierarki hukum tertinggi. 

Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan negara/korporasi dalam mengeksploitasi alam 

(limitation of power), menanamkan nilai ekosentrisme (normative function), dan menjadi alat 

penegakan hak warga negara (remedial function). Kedua, Teori Penegakan Hukum Lingkungan 

Menggunakan skema Integrated Law Enforcement (Administratif bersifat preventif, Perdata 

bersifat kuratif/pemulihan dengan prinsip Strict Liability, dan Pidana bersifat represif sebagai 

ultimum remedium). Ketiga, Teori Pembangunan Berkelanjutan, Menyeimbangkan tiga dimensi 

utama: ekologis, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keadilan antar-generasi (intergenerational 

equity).  
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Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang berfokus pada studi pustaka 

(library research). Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif 

(Comparative Approach) terhadap sistem hukum Indonesia dan Filipina. Landasan Konstitusional 

yaitu : 1. Indonesia bersandar pada Pasal 28H ayat (1) (hak atas lingkungan sehat) dan Pasal 33 

ayat (4) UUD 1945 (perekonomian berwawasan lingkungan). Norma ini dielaborasikan melalui 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. 2.Filipina, Bersandar pada Konstitusi Filipina 1987 Article 

II Section 16 (right to a balanced and healthful ecology). Diperkuat oleh putusan monumental 

Oposa v. Factoran (1993) yang secara revolusioner mengakui hak generasi masa depan 

(intergenerational equity) dan memperluas legal standing anak-anak.  

Filipina (Writ of Kalikasan & Continuing Mandamus): Melalui Rules of Procedure for 

Environmental Cases (2010), Mahkamah Agung Filipina menciptakan Writ of Kalikasan, yaitu 

hak gugat luar biasa yang bersifat preventif (cepat) untuk ancaman kerusakan lingkungan skala 

besar yang berdampak minimal pada 2 kota/provinsi. Ada juga Writ of Continuing Mandamus 

yang memosisikan pengadilan untuk terus mengawasi pemerintah sampai pemulihan lingkungan 

benar-benar tercapai.  Indonesia (UU PPLH): Mengandalkan gugatan perdata konvensional, class 

action, citizen lawsuit, dan gugatan organisasi lingkungan. Kelemahannya, mekanisme di 

Indonesia masih cenderung bersifat reaktif (menangani kerusakan yang telah terjadi), memerlukan 

proses pembuktian yang kompleks, memakan waktu lama, serta belum memiliki lembaga 

pengawas eksekusi putusan yang melekat seperti di Filipina.  

Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia unggul dalam aspek kelengkapan substansi hukum 

normatif dan regulasi sektoral, sedangkan Filipina unggul dalam aspek inovasi hukum acara 

peradilan yang preventif dan berbasis hak (rights-based). Model Ideal yang ditawarkan bagi 

Indonesia ke depan adalah mengombinasikan kekuatan regulatif domestik dengan mengadopsi 

instrumen hukum acara khusus sejenis Writ of Kalikasan dan Continuing Mandamus. Tujuannya 

agar penegakan hukum lingkungan tidak sekadar menghukum, melainkan mampu memberikan 

proteksi seketika, preventif, partisipatif, serta menjamin keadilan restoratif bagi ekosistem lintas 

generasi. 
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ABSTRAK  

Kata Kunci: Mekanisme Penegakan Hukum, Konstitusi Hijau, Writ of Kalikasan, UU PPLH, 

Studi Komparatif. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya krisis ekologis global dan nasional yang mengancam 

kualitas hidup manusia. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit telah mengadopsi 

paradigma Green Constitution (Konstitusi Hijau) melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), 

yang mengubah orientasi dari kedaulatan rakyat (democracy) menuju kedaulatan lingkungan 

(ecocracy). Namun, terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara das sollen (norma 

konstitusi yang hijau) dengan das sein (realitas kerusakan ekologis, seperti lubang tambang yang 

tidak direklamasi) karena mekanisme penegakan hukum di Indonesia dinilai masih bersifat reaktif, 

formalistik-legalistik, serta belum memiliki hukum acara khusus yang progresif. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip konstitusi hijau dalam sistem penegakan hukum 

lingkungan serta mengkaji perbandingan mekanisme penegakan hukum lingkungan berdasarkan 

konstitusi hijau antara Indonesia dan Filipina.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber bahan hukum terdiri dari 

bahan hukum primer (seperti UUD 1945, Konstitusi Filipina 1987, UU PPLH) dan bahan hukum 

sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

(library research) lalu dianalisis secara kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, prinsip-prinsip Konstitusi Hijau meliputi 

pengakuan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental 

(fundamental rights), kedaulatan lingkungan dan ekokrasi (ecocracy), perekonomian nasional 

yang berwawasan lingkungan, serta keadilan antar-generasi (intergenerational equity). Konstitusi 
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berfungsi membatasi kekuasaan eksploitatif negara/korporasi, menanamkan nilai ekosentrisme, 

dan melandasi hak remediasi warga negara. Kedua, perbandingan mekanisme menunjukkan 

Filipina jauh lebih progresif dalam aspek penegakan yudisial. Mahkamah Agung Filipina melalui 

Rules of Procedure for Environmental Cases (2010) mengadopsi inovasi hukum acara seperti Writ 

of Kalikasan (perlindungan konstitusional preventif untuk kerusakan lingkungan skala besar lintas 

wilayah) dan Writ of Continuing Mandamus (pengawasan berkelanjutan pengadilan atas instansi 

pemerintah). Sementara di Indonesia, penegakan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (UU 

PPLH) masih mengandalkan instrumen litigasi konvensional (gugatan perdata dengan strict 

liability, tata usaha negara, dan pidana) yang cenderung reaktif setelah kerusakan terjadi serta 

membutuhkan proses pembuktian yang kompleks. Model ideal penegakan hukum lingkungan 

masa depan menuntut Indonesia untuk merekonstruksi hukum acaranya dengan mengadopsi 

instrumen perlindungan cepat yang bersifat preventif, restoratif, dan berbasis hak (rights-based) 

sejenis Writ of Kalikasan.  
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ABSTRACT 

Keywords: Law Enforcement Mechanism, Green Constitution, Writ of Kalikasan, Environmental 

Protection and Management Law, Comparative Study. 

 

This research is motivated by the prevalence of global and national ecological crises that threaten 

the quality of human life. The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

explicitly adopted the "Green Constitution" paradigm through Article 28H paragraph (1) and 

Article 33 paragraph (4), shifting the orientation from popular sovereignty (democracy) toward 

environmental sovereignty (ecocracy). However, there is a significant gap between “das sollen” 

(green constitutional norms) and “das sein” (the reality of ecological degradation, such as 

unreclaimed mining pits) because law enforcement mechanisms in Indonesia are still considered 

reactive and formalistic-legalistic, and lack progressive, specialized procedural laws. The 

objective of this research is to analyze Green Constitution principles within the environmental law 

enforcement system and to examine a comparative study of environmental law enforcement 

mechanisms based on the Green Constitution between Indonesia and the Philippines. 

 

The research employs a normative legal research method of a descriptive nature, utilizing 

statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal sources comprise primary materials 

(such as the 1945 Constitution of Indonesia, the 1987 Constitution of the Philippines, and the Law 

on Environmental Protection and Management/UU PPLH) and secondary materials (books, 

scholarly journals, and related literature), all gathered through library research and analyzed 

qualitatively.  

The findings indicate the following: First, the principles of a "Green Constitution" encompass the 

recognition of the right to the environment as a fundamental human right, environmental 

sovereignty and ecocracy, an environmentally conscious national economy, and intergenerational 

equity. The constitution serves to limit the exploitative power of the state and corporations, instill 
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values of ecocentrism, and provide a basis for citizens' rights to remediation. Second, a 

comparison of mechanisms reveals that the Philippines is far more progressive regarding judicial 

enforcement. Through its *Rules of Procedure for Environmental Cases* (2010), the Supreme 

Court of the Philippines has adopted procedural innovations such as the Writ of Kalikasan (a 

preventive constitutional safeguard against large-scale, cross-jurisdictional environmental 

damage) and the Writ of Continuing Mandamus (allowing for ongoing judicial oversight of 

government agencies). In contrast, environmental law enforcement in Indonesia—governed by 

Law No. 32 of 2009 (UU PPLH)—still relies on conventional litigation instruments (civil lawsuits 

involving strict liability, administrative law actions, and criminal proceedings). These methods 

tend to be reactive, addressing issues only after damage has occurred, and involve complex 

evidentiary processes. An ideal future model for environmental law enforcement requires 

Indonesia to reconstruct its procedural law by adopting rapid protection instruments that are 

preventive, restorative, and rights-based, similar to the Writ of Kalikasan. 
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